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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Hukum bagi Peserta 

Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan Pemerintah di dalam Perspektif 

Peraturan Kementrian Sosial Nomor. 3 Tahun 2026 Pasal 20 Ayat (3, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa : 

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor. 3 Tahun 2026 Pasal 20 ayat (3) secara 

ekspresif mengamanatkan bagi peserta yang terhapus akan dihidupkan 

kembali dengan proses re-aktivasi sistem Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Oleh karena itu, negara bertanggung jawab mengintegrasikan aplikasi 

SIKS-NG secara cepat guna mengeksekusi re-aktivasi tersebut dalam waktu 

maksimal 3 x 24 jam demi pemulihan hak pasien secara instan. Apabila 

kelalaian atau berbelitnya birokrasi verifikasi data terbukti menghambat 

penanganan medis hingga memicu kecacatan atau kematian, maka 

pemerintah dapat digugat atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa. 

Pada akhirnya, derajat UU Kesehatan lebih tinggi daripada Permensos. 

2. Berdasarkan analisis yuridis, mekanisme perolehan kembali (re-aktivasi) 

kepesertaan PBI yang dinonaktifkan menurut Permensos Nomor 3 Tahun 

2026 wajib dilakukan melalui tindakan hukum aktif yang terbagi menjadi 

dua jalur operasional. Pertama, Jalur Akselerasi Darurat Medis, yang 

berlaku bagi kartu nonaktif di bawah 6 bulan; mekanismenya menggunakan  
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3. Surat Rekomendasi Medis dari rumah sakit untuk dieksekusi instan oleh 

Dinas Sosial lewat sistem SIKS-NG dalam waktu maksimal 3 x 24 jam, 

disertai kewajiban pemutakhiran data pasca-sembuh dalam tenggat 2 bulan. 

Kedua, Jalur Reguler Mandiri (Kondisi Sehat), yang alur birokrasinya 

bersifat berjenjang (bottom-up) melalui usulan tingkat desa, verifikasi 

forum Musyawarah Desa, pengesahan Bupati/Wali Kota, hingga penetapan 

SK Menteri Sosial untuk siklus bulan berikutnya. 

B. Saran 

1. Kementerian sosial sosial perlu untuk melakukan sosialisasi melalui media 

sosial atau melakukan seminar ke seluruh daerah, terutama masyarakat lansia 

dengan membahas tentang tata cara proses, mekanisme, dan prosedur re-

aktivasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan. Adanya 

kegiatan seminar tersebut, agar lebih menjangkau dalam konsumsi publik dan 

mudah untuk di pahami masyarakat.  

2. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan fungsi kebijakan hukum  

dengan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perbup/Perwali) yang 

secara khusus mengatur tentang tata cara pengalihan instan kepesertaan 

eks-PBI APBN yang mengalami darurat medis ke dalam kuota PBI APBD 

(Jamkesda) tanpa sekat birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah harus 

bisa memastikan pihak rumah sakit tidak akan mempersulit pasien miskin 

kritis yang statusnya masih dinonaktifkan , dengan kendala administrasi 

rumah saki 
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